BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan
bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di
Pemerintah Daerah Kota Kupang belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Dalam hal ini adalah proses pengelolaan modul yang belum dilaksanakan
secara maksimal, keterlambatan pemprosesan data serta gangguan server
yang sering terjadi, maupun dari segi pengelolaan (human eror).

2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD) (1) Pemahaman pengguna terhadat aplikasi
SIPKD yang masih minim (SDM) (3) Kurangnya sosialisasi dari pimpinan
ke setiap SKPD.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Dae rah (SIPKD) yang dilaksanakan pada Pemerintah

Daerah Kota Kupang maka saran yang di berikan penulis adalah sebagai

berikut :

1. Optimalisasi penerapan SIPKD yang berkaitan dengan modul yang belum
dijalankan secara maksimal dan akan lebih baik jika mengusahakan agar

tidak melebihi batas waktu dalam pelaporan keuangan.
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2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan seperti minimnya sosialisasi dari
pimpinan ke seluruh pekerja, seharusnya SIPKD dirancang untuk
diimplementasikan, pimpinan mengambil kebijakan dengan mengadakan
pelatihan kepada seluruh pegawai sehingga pegawai memiliki pengetahuan

dan pemahaman dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.
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